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PEMBAHASAN

1. Persetruan paradigma pengelolaan kehutanan 

2. Usaha meletakkan PP no.3/2008 di dalam 
persetruan paradigma pengelolaan kehutanan 
tersebut

3. Konsekwensi kebijakan dan praktis yang akan 
muncul bersama dengan PP no.3/2008 ini.



PERSETRUAN PARADIGMA PENGELOLAAN 
KEHUTANAN

PENGUASAAN & PENGUASAAN & 
PENGELOLAN PENGELOLAN 
SENTRALISTIKSENTRALISTIK PENGUASAAN & PENGUASAAN & 

PENGELOLAAN PENGELOLAAN 
KOLABORATIPKOLABORATIP

DEVOLUSI DEVOLUSI 
SUMBERDAYA SUMBERDAYA 

AGRARIAAGRARIA



PenguasaanPenguasaan & & PengelolanPengelolan SentralistikSentralistik
kartodiharjo, H & H.Jhamtani, 2006; Wulan dkk, 2004

UU Pokok Kehutanan tahun UU Pokok Kehutanan tahun 
19671967
KawasanKawasan hutanhutan negaranegara
120,353,104 hektar, mecakup 120,353,104 hektar, mecakup 
63% daratan Indonesia.63% daratan Indonesia.

Dari 1967 Dari 1967 s/ds/d 1980 1980 
mengeluarkanmengeluarkan 519 HPH 519 HPH dngdng. . 
total total luasluas 53 53 jutajuta ha. ha. tanpatanpa
lelanglelang..

Dari 1970 Dari 1970 s/ds/d 1980 1980 
pendapatanpendapatan export export kayukayu
meningkatmeningkat daridari US$ 86 US$ 86 jutajuta ––
US$ 1.5 US$ 1.5 milyarmilyar

PengakuanPengakuan hakhak masymasy. . AdatAdat
lebihlebih banyakbanyak rhetorikarhetorika

KegagalanKegagalan managementmanagement

KKNKKN

KedudukanKedudukan masyarakatmasyarakat lokallokal
didi dalamdalam UU UU lemahlemah

BatasBatas--batasbatas kawasankawasan hutanhutan
tidaktidak sesuaisesuai dengandengan persepsipersepsi
masyarakatmasyarakat lokallokal..

PenyempitanPenyempitan sumberdayasumberdaya
agrariaagraria lokallokal dandan
marginalisasimarginalisasi

KonflikKonflik agrariaagraria



PENGUASAAN PENGUASAAN & & PENGELOLAAN KOLABORATIPPENGELOLAAN KOLABORATIP

PendudukPenduduk partisipasipartisipasi dlmdlm
pemanfaatanpemanfaatan kawasankawasan
hutanhutan negaranegara

MulaiMulai dirintisdirintis sejaksejak awalawal
tahuntahun 1990an1990an

PerhutananPerhutanan sosialsosial

PMDH  PMDH  

HKmHKm

PHBMPHBM

ACM / ACM / Adaptive Adaptive 
Collaborative ManagementCollaborative Management

PartisipasiPartisipasi hanyahanya berartiberarti ikutikut
memanfaatkanmemanfaatkan hasilhasil

TidakTidak memilikimemiliki wewenangwewenang
manajemenmanajemen

PemanfaatanPemanfaatan sebatassebatas yang yang 
disyaratkandisyaratkan kawasankawasan hutanhutan

SulitSulit mendamaikanmendamaikan perbedaanperbedaan
kepentingankepentingan didi dalamdalam
masyarakatmasyarakat

KetimpanganKetimpangan terlaluterlalu besarbesar
antaraantara pemangkupemangku kepentingankepentingan, , 
sulitsulit mengharapkanmengharapkan perubahanperubahan
caracara pandangpandang



DevolusiDevolusi sumberdayasumberdaya agrariaagraria

Transfer of responsibility & Transfer of responsibility & 
authority over authority over natnat. . reosourcesreosources
for the state to user groups.for the state to user groups.

PemahamanPemahaman peranperan pentingpenting
sumberdayasumberdaya agrariaagraria bagibagi
penghidupanpenghidupan lokallokal

PengakuanPengakuan wewenangwewenang lokallokal
((tidaktidak hanyahanya masyarakatmasyarakat adatadat) ) 
terhadapterhadap sumberdayasumberdaya agrariaagraria

RevitalisasiRevitalisasi kelembagaankelembagaan lokallokal
dalamdalam tatatata kelolakelola sumberdayasumberdaya
agrariaagraria

Common propertyCommon property

KepentinganKepentingan modal modal besarbesar

HambatanHambatan legal legal aspekaspek

DeferensiasiDeferensiasi intern intern masyarakatmasyarakat
lokallokal



TREND GLOBAL 

• Berbagi tanggung jawab
• Kontinum partisipasi/kolaborasi s/d

devolusi
• Pengakuan bahwa yang kecil dpt lebih

efisien daripada yang besar.



PP NO.3 TAHUN 2008

●● KepentinganKepentingan lokallokal akanakan jasajasa--jasajasa
lingkunganlingkungan terancamterancam, , karenakarena PP PP 
tidaktidak menjaminmenjamin hakhak--hakhak pendudukpenduduk
lokallokal..

●● HakHak lokallokal hanyahanya padapada HasilHasil HutanHutan
Non Non KayuKayu rotan, madu, getah, rotan, madu, getah, 
buah, jamur, sarang walet.buah, jamur, sarang walet...

Pemanfaatan jasa lingkunganPemanfaatan jasa lingkungan
pada hutan lindungpada hutan lindung

●● Pemanfaatan aliran airPemanfaatan aliran air

●● Pemanfaatan airPemanfaatan air

●● Wisata alam, perlindungan Wisata alam, perlindungan 
keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati, 
penyelamatan & perlindungan penyelamatan & perlindungan 
lingkunganlingkungan

●● Penyerapan dan/atau Penyerapan dan/atau 
penyimpanan karbon.penyimpanan karbon.

25

•• BersifatBersifat voluntaristikvoluntaristik
•• TidakTidak adaada penjabaranpenjabaran daridari

““memperhatikanmemperhatikan””
•• TidakTidak menyoalmenyoal hakhak--hakhak pendudukpenduduk

lokallokal

●● Rencana Rencana PPengelolaanengelolaan
MemperhatikanMemperhatikan aspirasi, nilai aspirasi, nilai 
budaya masyarakat setempat budaya masyarakat setempat 
serta kondisi lingkuangnserta kondisi lingkuangn

13

KRITIKKRITIKSUBSTANSISUBSTANSIPASPAS
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●● PrasyaratPrasyarat izinizin pemanfaatanpemanfaatan dandan
usahausaha terlaluterlalu formal formal bagibagi
penduduklocalpenduduklocal..

Setiap pemegang izin usahaSetiap pemegang izin usaha
pemanfaatan hutan wajibpemanfaatan hutan wajib

●● sistimsistim keuangan sesuai standar keuangan sesuai standar 
akuntansi kehutananakuntansi kehutanan

●● Mempekerjakan tenaga profesionalMempekerjakan tenaga profesional
●● Melaksanakan sistem silvikulturMelaksanakan sistem silvikultur
●● Menggunakan peralatan yg sesuai Menggunakan peralatan yg sesuai 

dng. Ketentuan yang berlaku.dng. Ketentuan yang berlaku.

75

●● PemanfaatanPemanfaatan oleholeh pendudukpenduduk lokallokal
harusharus tanamantanaman hutanhutan ((silvikultursilvikultur), ), 
dalamdalam luasanluasan yang yang kecilkecil tidaktidak
menguntungkanmenguntungkan..

●● DepDep keHutanankeHutanan tidaktidak maumau
melepasmelepas kawasankawasan yang yang tidaktidak lagilagi
berhutanberhutan..

HTR HTR padapada hutanhutan tanamantanaman padapada
hutanhutan produksiproduksi

●● DenganDengan sistimsistim silvikulturesilvikulture
●● DiDi KawasanKawasan hutanhutan produksiproduksi

yang yang tidaktidak produktifproduktif

40

KRITIKKRITIKSUBSTANSISUBSTANSIPASPAS
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KONSEKWENSI KEBIJAKANKONSEKWENSI KEBIJAKAN

SISTIM PENGUASAAN, 
PENGELOLAAN & PEMANFAATAN 
YANG ADA

Batas Batas kawasankawasan hutanhutan tetaptetap
sejarahsejarah panjangpanjang sejaksejak hutanhutan register, register, 
TGHK, TGHKTGHK, TGHK--PaduPadu SeraiSerai))

Bias Bias aturanaturan formal formal pendekatanpendekatan
formalistikformalistik, , legalistiklegalistik
SistimSistim pemanfaatanpemanfaatan konvensionalkonvensional
bias bias pelakupelaku besarbesar, PAD, PAD

SistimSistim pemanfaatanpemanfaatan oleholeh masymasy. . lokallokal
tanpatanpa merubahmerubah status status kawasankawasan
PendekatanPendekatan sektoralsektoral didasarididasari oleholeh
KawasanKawasan HutanHutan NegaraNegara

TUNTUTAN PENGUATAN TUNTUTAN PENGUATAN 
EKONOMI DARI BAWAHEKONOMI DARI BAWAH

MempertanyakanMempertanyakan batasbatas kawasankawasan
hutanhutan negaranegara & & pelepasanpelepasan
kawasankawasan hutanhutan tidaktidak produksifproduksif
KemacetanKemacetan kebijakankebijakan antaraantara
SistimSistim partisipasi/kolaborasipartisipasi/kolaborasi daridari
Dep.HutDep.Hut. . dengandengan
PPAN (PPAN (ProgProg. . PembaruanPembaruan AgrariaAgraria
NasNas.).)
SinergiSinergi antarantar instansiinstansi pemerintahpemerintah



KAWASAN KAWASAN 
HUTAN HUTAN 
NEGARANEGARA

KHN DIPERCIUTKHN DIPERCIUT

PELEPASAN KHNPELEPASAN KHN
TANAH ADATTANAH ADAT
HUTAN HAKHUTAN HAK
TANAH PERTANIAN DESA/ PPANTANAH PERTANIAN DESA/ PPAN

TINGKAT PERTINGKAT PER--
UNDANGUNDANG--UNDANGANUNDANGAN

MODAL MODAL 
AWALAWAL

ZONA KHNZONA KHN

SISTIM TATA KELOLA SISTIM TATA KELOLA 
PARTISIPATIF/ KOLAPARTISIPATIF/ KOLA--
BORASIBORASI

MODAL ANTARAMODAL ANTARA
HAK ATAS TANAH

MODAL ANTARAMODAL ANTARA
PENGETAHUAN LOKAL, PENGETAHUAN LOKAL, 
TEKNOL.TEKNOL.--BARU BARU 
SUSTAINABLE + PRODUKTIF, SUSTAINABLE + PRODUKTIF, 
MODAL, PASARMODAL, PASAR

TINGKAT SINERGI TINGKAT SINERGI 
INSTANSI PEM + INSTANSI PEM + 
STAKE HOLDR LAINSTAKE HOLDR LAIN

EKONOMI EKONOMI 
LOKAL KUAT & LOKAL KUAT & 
SUSTAINABLESUSTAINABLE

PINJAM KONSEP DARI Kusumanto dkk, 2006, Belajar beradaptasi. Bersama-sama
Mengelola Hutan di Indonesia. ACM.


